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Menimbang a.

Mengingat : I

PERATURAN REKTOR UNIVERSTTAS INDONESIA

NOMOR 95 TAHUUZOZZ

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

I.JNTVERSTTiq,S INDONESIA

DENGAN RAHMATTUFIAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNTVERSITAS INDONESIA,

b

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan

karier dan peningkatan Arsiparis dan Angka l{reditnya
perlu diatur jenjang karier Jabatan Fungsional Arsiparis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Relrtor Universitas Indonesia tentang Jabatan Fungsional

Arsiparis Universitas Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun
2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

43Ol);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

152, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O7l);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2Ol2 tentang Pendidikan Tingg (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 158, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

,
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4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I I Tahun
2Ol9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 148, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I I Tahun
2O2O tentang Cipta Ke{a (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2O12 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (trmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2Ol4 tentang Penyeleng4araan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tin€gi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55OO);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2Ol5 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor llo dan
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2Ol5 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 28. Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6461);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 2O2l tentang Statuta Universitas Indonesia
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor

151, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6695);
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1873)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayag;unaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor l3 Tahun 2O16 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2Ol4
tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor l27O);

lO. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi BAokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 834):

ll. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ll Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Jabatan
Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 834);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2O17 tentang Pelaksanaan T\rgas Jabatan
Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 264);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan :PERATURAN REKIOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS UNWERSTTAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Relrtor ini yang dimaksud dengan:

l. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI

adalah perguru.rn tinggi negeri badan hukum.

2. Relrtor adalah organ UI yang mernimpin penyelenggaraan

dan pengelolaan UI.
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Arsiparis adalah pegawai tetap UI yang memiliki

kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui

pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan

kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung

Jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Kegiatan Kearsipan adalah kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan

yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan

arsip sta s, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan

penyajian arsip menJadi informasi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang Arsiparis.

Angka I{redit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka

kredit minimal yang harus dicapai oleh Jabatan
Fungsional Arsiparis sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan/atau j abatan.

UJi Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian

untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap
jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis
yang selanjutnya dlsebut Ttm Penilai adalah tim yang

dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor yang bertugas

menilai prestasi kerJa Arsiparis.

Pasal 2
(l) Pengelolaan dan pengaturan Jabatan Fungsional

Arsiparis dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN)

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pengelolaan dan pengaturan Jabatan Fungsional
Arsiparis dengan status pegawai tetap UI non-Aparatur
Sipil Negara (ASN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Relrtor ini.
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BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN PENEMPATAN

Pasal 3

Jabatan Fungsional Arsiparis termasuk dalam rumpun jabatan

tenaga kependidikan.

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Arsiparis berkedudukan sebagai

tenaga profesional di bidang kearsipan yang memiliki
kemandirian dan independen dalam melaksanakan

fungsi, tugas, dan kewenangan di UI.

(2) Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki
oleh pegawai tetap UI non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 5

Arsiparis dapat ditempatkan di UI pada:

a. arsip universitas; atau

b. pusat administrasi universitas/fakultas/sekolah/
pro€fam pendidikan vokasi.

Pasal 6
(l) Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan

fungsional kategori:

a. keterampilan; dan

b. keahlian.

(21 Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis kategori

keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) hurr.f
a dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi,
terdiri atas:

a. Arsiparis terampil;

b. Arsiparis mahir; dan

c. Arsiparis penyelia.

BAEI III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
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(3) Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparls kategori keahlian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dariJenJang

terendah sampai denganJenJang terttnggi, terdiri atas:

a. Arsiparis ahli pertama;

b. Arsiparis ahli muda;

c. Arsiparis ahli madya; dan

d. Arsiparis ahli utama.

141 Pangkat dan jenJang Jabatan Fungsional Arstparis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan oleh Rektor.

BAE} TV

UNSUR KEGIATAN

Pasal 7
(l) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis,

terdiri atas:

a. tugas pokok; dan

b. tugas tambahan.

(21 Ttrgas pokok Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf a, terdiri atas:

a. pengelolaan arsip dinamis;

b. pengelolaan arsip staus;

c. pembinaan kearsipan; dan

d. pengolahan dan penyaJian arsip menjadi informasi.

(3) Ttrgas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
hurrf b, meliputi:

a. peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan;

b. melakukan kajian, telaah/analisis kearsipan dalam

bentuk policg brieJ,

c. menemukan dan melakukan pengembangan

teknologi tepat gpna di bidang kearsipan (turovasi

dalam pengelolaan arsip) ;

d. menJadi anggota dalam organisasi profesi Arsiparis
baik nasional maupun internasional;

e. menjadi anggota dalam Tim Penilai kinerja Jabatan
Fungsional Arsiparis;



-7-

f. memperoleh penghargaan / tanda jasa kehormatan

atau penghargaan lainnya;

g. memperoleh gelar kesarJanaan lainnya yang

sederajat;

h. mengajar/melatlh di bidang kearsipau

i. menulis karya ilmiah di bidang kearsipan;

j. melakukan pen5rusunan dan penylapan bahan materi
penyuluhan, Bimbingan Telorls (BIMTEK), modul

diklat kearsipan dan sosialisasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan

tugas pokok jabatannya.

Pasal 8
Arsiparls yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan Jenjang
jabatannya akan diberlkan nilai Angka ttedit.

Pasal I
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan, Angka

Kredit, dan hasil kerja sesuai dengan jenjang Jabatan
Fungsional Arsiparis diatur dalam pedoman yang disahkan
oleh Rektor.

BABV
PENGANGKATAN DAI.AM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan pegawai tetap uI non-Aparatur Sipil Negara
(ASN) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparls dapat dtlakukan
melalui pengangkatan:

a. pertama;

b. perpindahan dariJabatan laiu
c. penyesuaian/urpassurg; dan

d. promosi.

Pasal fl
(1) Rektor berwenang mengangkat Jabatan Fungsional

Arsiparis sesuai dengan ketentuan.

(2) Kenaikan jabatan, dan/atau pangkat Arsiparis
memperhatikan ketersediaan formasi.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal syarat pengangkatan

Jabatan Fungsional Arsiparis diatur dalam pedoman

yang disahkan oleh Relrtor.

BABVI
KOMPETENSI

Pasal 12

(1) Pegawai tetap UI non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis harus
memenuhi standar kompetensi dengan mengikuti dan

dinyatakan lulus UJi Kompetensi.

12) Dikecualikan dari UJi Kompetensi sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) bagi Arsiparis yang telah memiliki sertiflkat
kompetensi.

(3) Rincian standar kompetensi setap jenjang jabatan dan

tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh unit
pembina.

BABVII
PENII,AIAN KINER.JA

Pasal 13

(l) Pada awal tahun. setiap Arsiparis wajib menyusun SKP

yang akan dilaksanakan dalam I (satu) tahun be{alan.

(2) SKP Arsiparis disusun berdasarkan penetapan kine{a
unit ke{a Arsiparis yang bersangkutan.

(3) SKP Arsiparis untuk masing-masing jenjang jabatan
diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan

kinerJa unit dengan mendasarkan kepada tingkat
kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing
jenjangJabatan.

(41 SKP yang telah disusun sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit
kerja.

(5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan

ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.
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BAE!VIII

PENILA.IAN KINER.IA DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(l) Angka lGedit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan
jabatan Arsiparis ditetapkan berdasarkan hasil penilalan

kine{a Arsiparis.

(21 Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dikonversi ke dalam Angka Kredit Kumulatif
sebagaimana ketentuan.

(3) Penilaian kinerJa Arsiparis dflakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

(41 Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Arsiparis wajib mendokumentasikan hasil ke{a yang

diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya.

(5) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit,

setiap Arsiparis wajib mencatat. menginventarisasi

seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Da-ftar

Usulan Penetapan Nilai Kinerja (DUPNK).

(6) Settap Arsiparis mengusulkan Daftar Usulan Penetapan

Nilai Kine{a (DUPNA sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) paling sedikit I (satu) kali seilap tahun.

(7) Arsiparis yang dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya. penilaian dan penetapan Angka l&edit
dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat pegawai UI ditetapkan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja dan
penetapan angka kredit ditetapkan oleh Rektor.

BAB Ix
PE.IABAT YANG MENGUSI.]LKAN ANGKA KREDIT, PE.IABAT

YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DANTIM
PEMI^AI

Pasal l5
Angka lftedit Jabatan Fungsional Arsiparis diusulkan oleh
pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang
sumber daya manusia kepada waldl Rektor terkait.



Pasal 16

(l) Pejabat yang merniliki kewenangan menetapkan Angfa
Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis adalah Relictor.

(2) Dalam menJalankan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), Rektor dapat mendelegasikan

kewenangannya kepada wakil Rektor yang

menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya

manusia.
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Pasal l7
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pirnpinan unit kerJa yang

menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal l5 dibantu
oleh Tim Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dlmaksud pada ayat (l) dibentuk
dan ditetapkan oleh Rektor.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri
atas pejabat yang berasal dari:

a. unsur teknis yang membidangi Arsiparis;

b. unsur kepegawaian; dan

c. unsur Arsiparis.
(4) Susunan keanggotaan Tirn Penilai kinerja sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota: dan

c. paling kurang 3 (Uga) orang anggota.

(5) Anggota Ttm Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, paling sedildt 2 (dua) orang dari peJabat

fungsional Arsiparis dan/atau dari pihak keuga yang
mempunyai kompetensi di bidang Arsiparis.

(6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian.

(7) Tim Penilai memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh para pejabat penilai; dan
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b. memberik€ur bahan pertimbangan kepada pimpinan

unit kerJa yang menyele urusan di bidang

sumber daya manusia dalam pengembangan pegawai

tetap UI non-Aparatur Sipil Negara (ASM, dan

dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan

jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan

dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk
meng;ikuti pendidikan dan pelailhan Jabatan
Fungsional Arsiparis.

(8) Syarat untuk menjadi anggota Tirn Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Arsiparis yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kine{a Arsiparis; dan

c. alrtif melakukan penilaian.

(9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari
Arsiparis, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari
pegawai tetap lain yang merniliki kompetensi untuk
menilai kinerja Arsiparis.

Pasal 18

Tata ke{a Tim Penilai dan tata cara penilaian kinerja Arsiparis
ditetapkan dalam pedoman penilaian klnerja dan penetapan

angka kredit oleh Rektor.

Pasal 19

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

Arsiparis harus diikutsertakan pendidikan dan/atau
pelatihan.

(2) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diberikan bagi
Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pendidikan
dan/atau pelatihan.

BABX
PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN
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(3) Pendidikan dan/atau pelatihan bagt Arsiparis

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), antara lain dalam

bentuk:

a. pendidikan formal;

b. pendidikan dan pelatihan fungsional;

c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan

d. pengembangan kompetensi lainnya yang

mendukung penyelenggaraan kearsipan.

(4) Pendidikan formal bagi Arsiparis untuk Jenjang
pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui
pemberian tugas atau izin belajar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan/atau
pelatihan serta pedoman pen5rusunan analisis kebutuhan
pelatihan Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur oleh unit pembina.

BAB)(I
KEBIJTU}IAN SUMBER DAYA MANUSIA DAI,AM JABATAN

FUNGSIONAL

Pasal 2O

(1) Penetapan kebutuhan pegawai tetap UI non-Aparatur Sipil
Negara (ASM dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dihitung
berdasarkan beban kerJa yang ditentukan oleh indikator,
meliputi:

a. jumlah/volume arsip yang tercipta;

b. lirgkup unit kerJa atau satuan orgarrisasi yang
dibina:

c. jumlah arsip dinamis yang dikelola;

d. jumlah arsip stafis yang dikelola; dan

e. bentuk/media arsip yang tercipta.

(2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis
diatur oleh pimpinan unit pembina setelah mendapat
persetujuan dari Rektor.
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BAB)(II
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 2l
(I) Arsiparis diberhentikan darijabatannya, apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai pegawai tetap UI

non-Aparatur Sipil Negara (ASN);

c. menjalani cuti di luar dari tanggungan UI;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

atau

e. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
(2J Arsiparis yang mengundurkan diri dari jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan secara tertulis kepada unit ke{a yang

menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya

manusia.

(3) Arsiparis yang diberhentlkan sementara dari pegawai

sebagatmana dimaksud pada ayat (f) huruf b sampai

dengan huruf d dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhlr apabila tersedia kebutuhan
Jabatan Fungsional Arsiparis.

(4) Arsiparis yang mengundurkan diri dari jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf e

akan dilakukan pemeriksaan dan mendapat izin dari unit
kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber

daya manusia sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Arsiparis sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan menggunakan Angka Iftedit teralhir yang dimihki
dalam jenjang Jabatannya dan dapat ditambah dengan

Angka l(redit dari penilaian pelaksanaan tugas Arsiparis
selama diberhentikan.
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BAB)(III
PEI,ANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal22
SeUap pegawai tetap UI non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

diangkat menjadi peJabat fungsional Arsiparis wajib dilantik
dan diambil sumpah/Janji menurut agama atau

kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 23

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/JanJi Jabatan

Fungsional Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BAB )CV

PENYESUAIAN/II\TPASSAIG DAIAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Penyesuaian/ rpassrq dalam Jabatan Fungsional Arsiparis
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ytrng mengatur
tentang penyesuaian/ rpassrng di UI.

BAB XV

UNIT PEMBINA DAN ORGANISASI PROFNSI

Pasal 25
(l) Unit Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan

unit ke{a yang menyelenggarakan urusan di bidang
Kearsipan.

121 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya unit pembina

beke{a sama dengan unit kerJa yang menyelenggarakan

urusan di bidang sumber daya manusia.

Pasal 26
(l) Unit Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Arsiparis yang bertanggung jawab untuk
menjamin terwujudnya standar kualitas dan
profesionalitas Jabatan.
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(21 Unit Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. men5rusun petunJuk teknis pelaksanaan Jabatan

Fungsional Arsiparis;
b. men5rusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Arsiparist

c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional

Arsiparis;

d. mensosialisasikan Jabatan FungsionalArsiparis;

e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan

teknis fungsional Arsiparis;

f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis
Arsiparis;

g. melakukan uji kompetensi terhadap Arsiparis untuk
kenaikan jenjang jabatau

h. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Arsiparis;

i. menyusun standar kua-litas hasil kerja pejabat

fungsional Arsiparis:

j. memfasilitasi pembinaan organisasi profesi Arsiparis
UI;

k. memfasilitasi pen5rusunan etika profesi dan kode etik
Jabatan Fungsiond Arsiparis;

l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teloris kepada

Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis;

m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rang;ka

penjaminan kualitas Jabatan Fungsional Arsiparis;
dan

n. tugas pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis lain
sesuai dengan ketentuan.

(3) Unit Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan

wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan
Fungsional Arsiparis kepada Reldor dengan tembusan
kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan

urusan di bidang sumber daya manusia.
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Pasal2T

Setiap Arsiparis waJlb menjadi anggota orgardsasi profesi

Arsiparis.

BAB)(\/I
REMUNERASI

Pasal 28
(l) Arsiparis dapat diberikan remunerasi berupa tunjangan

fungsional.

(21 Selain tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), Arsiparis dapat menerlma tunjangan lainnya

sesuai dengan penugasan yang diberikan.

(3) Beban anggaran untuk pemberian remunerasi Arsiparis
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan kepada

alokasi anggarzrn unit kerja dimana Arsiparis tersebut
ditempatkan.

(4) Beban anggaran untuk pemberian remunerasi Arsiparis
yang ditempatkan di lingkungan Pusat Administrasi
Universitas dibebankan kepada alokasi anggaran

universitas.

(5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan
dilakukan secara wajar serta proporsional.

(6) Besaran tunjangan fungsional yang dimaksud pada ayat
(l) mengacu pada Peraturan Presiden tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Arsiparis Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BABXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Pada saat Peraturan Relrtor ini berlaku, penetapan dan
pengelolaan Jabatan Fungsional Arsiparis wajib melakukan
penyesuaian selambat-lambatnya I (satu) tahun sejak
Peraturan Relrtor ini berlaku.
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BABXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Peraturan Reldor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tangqal & crr'erfie< 2gL\

REI(TOR UNIVERSITAS I NDONNSI-A.

u
Ffl Frof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. Ur


